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KATA PENGANTAR 
 
 

 
Assalamualaikum, Wr. Wb. 

Syukur Alahmdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena 
berkat rahmat dan hidayah-Nya tulisan-tulisan dalam monograf ini 
dapat terkumpul tepat pada waktu yang telah ditentukan. 

Buku sederhana ini merupakan kumpulan tulisan beberapa dosen 
dan mahasiswa FH unila yang didedikasikan untuk mengenang 
kepergian Bapak, Abang dan kolega kami Alm. Armen Yasir, S.H., 
M.Hum. Semasa hidup beliau, banyak sikap dan keteladanan yang sudah 
dicontohkan, terutama bagi kami para kolega dan mahasiswa beliau di 
Bagian Hukum Tata Negara FH Unila. Kontribusi yang beliau berikan 
untuk kemajuan FH Unila, Unila dan pembangunan hukum di Provinsi 
Lampung juga tidak bisa dianggap kecil ditengah banyaknya ide dan 
kerja nyata yang telah beliau lakukan. Semoga Allah S.W.T membalas 
kebaikan-kebaikan dan teladan yang telah almarhum berikan selama 
hidupnya. 

Kami menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, demikian juga 
dengan kumpulan tulisan dalam buku ini. Kritik dan saran yang 
membangun dari para pembaca sekalian akan selalu kami tunggu. 
Wassalamualaikum, Wr. Wb. 
 

Bandar lampung, 9 Januari 2019 
Ketua Bagian HTN FH Unila 
 
 
 
Dr. Budiyono, S.H., M.H. 
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REALITA ANTARA PERLINDUNGAN HUKUM DAN 

PERJANJIAN KERJA TERHADAP HAK-HAK PEKERJA/ 
BURUH KONTRAK 

 
Eka Deviani78 

 
 
A. Latar Belakang 

Melonjaknya angka pengangguran yang sedemikian 
memprihatinkan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang sangat 
terbatas dengan keahlian para pencari kerja, membuat pekerja 
melakukan pekerjaanya yang tidak sesuai dengan ketrampilan yang 
dimilikinya dengan prinsip bekerja yang penting mendapatkan uang 
karena kebutuhan yang mendesak.  Laju pertumbuhan penduduk 
Indonesia yang tinggi merupakan salah satu akibat meningkatnya 
jumlah angkatan kerja setiap tahunya semakin meningkat, sedangkan 
kesempatan kerja yang tersedia belum dapat memenuhi kebutuhan 
kerja yang tersedia sesuai dengan jumlah pencari kerja yang ada. Hal ini 
mengakibatkan ketidakseimbangan antara besarnya jumlah penduduk 
yang membutuhkan pekerjaan dengan kesempatan kerja yang tersedia. 

Banyaknya jumlah tenaga kerja yang mengalami PHK atau 
Pemutusan Hubungan Kerja dari temapatnya dia bekerja, membuat 
banyak terjadi pengangguran. Dilain pihak ditinjau dari segi mutu 
tenaga kerja, belum mempunyai keunggulan secara kompetitif jika 
dibandingkan dengan tenaga kerja asing misalnya dalam penguasaan 
teknologi. Padahal ditengah kemajuan dunia yang sangat pesat ini, para 
tenaga kerja dituntut dapat menguasai IPTEK.79 Dalam memasuki dunia 
kerja para pekerja kadang sering mendapatkan masalah salah satunya 
tentang Pemutusan Hubungan Kerja  (PHK) dalam masa kontrak, yang 
kadang kala para pekerja awam tidak mengerti tentang hal tersebut, 
pengusaha sewenang-wenang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja 

                                                           
78 Eka Deviani adalah dosen Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 
79 Sanusi Fatah, Angkatan Kerja dan Tenaga Kerja Sebagai Sumber Daya dalam Kegiatan 

Ekonomi. 82 
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78 Eka Deviani adalah dosen Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 
79 Sanusi Fatah, Angkatan Kerja dan Tenaga Kerja Sebagai Sumber Daya dalam Kegiatan 

Ekonomi. 82 

(PHK) yang merupakan permainan pengusaha atau mengada-ada, 
sehingga tenaga kerja yang tidak berdaya menjadi korban. 

Kondisi Negara berkembang seperti Indonesia pada umumnya 
memiliki tingkat pengangguran tinggi. Hal ini disebabkan terjadi karena 
ukuran sektor informal masih cukup besar sebagai lapangan kerja bagi 
tenaga kerja dengan pendidikan rendah atau memenuhi nafkahnya. 
Sektor informal tersebaut diannggap sebagai katup pengamanan bagi 
pengangguran. Angka resmi tingkat pengangguran pada umumnya 
menggunakan indikator pengangguran terbuka, yaitu jumlah angkatan 
kerja yang secara sungguh-sungguh tidak bekerja sama sekali dan 
sedang mencari kerja, sementara yang setengah pengangguran dan 
pengangguran terselubung tidak dihitung dalam angka pengangguran 
terbuka karena mereka masih menggunakan waktu produktifitasnya 
selama seminggu untuk bekerja meskipun tidak sampai 35 jam penuh.80 

Pembangunan Nasional adalah semua kegiatan untuk tercapainya 
pembaharuan kearah yang lebih baik, dan untuk menciptakan 
masyarakat adil dan makmur.81 Pada hakekatnya Pembangunan Nasional 
merupakan Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan 
Pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Dalam pelaksanaan 
Pembangunan Nasional tersebut, tenaga kerja merupakan salah satu 
ujung tombak sebagai unsur penunjang yang mempunyai peran yang 
sangat penting bagi keberhasilan Pembangunan, sehingga kebijakan 
dibidang ketenagakerjaan dalam program pembangunan Nasional selalu 
diusahakan pada terciptanya kesempatan kerja sebanyak mungkin 
dibebagai bidang usaha yang diimbangi dengan peningkatan mutu dan 
peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja termasuk 
perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Kontrak.. Hal ini berlaku pada 
semua bidang kerja dan bersifat menyeluruh pada semua sektor. 
 
B. Pembahasan 

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ketenagakerjaan 
Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan menyatakan, “Ketenagakerjaan adalah segala 
hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, 
selama, sesudah masa kerja”. Menurut ketentuan Undang-Undang  

                                                           
80 Firda Oktariyana, Ringkasan Perekonomian, http://saiiafirda.blogspot.com /2011-02-

01-archive.html.) 
81 Pustakanet.wordpress,pelaksanaan Penempatan Tenaga Asing 
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Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan beserta 
peraturanpelaksanaanya, dari Peraturan Pemerintah, Peraturan 
Menteri, Keputusan-Keputusan Menteri yang terkait, dapat ditarik 
kesimpulan adanya beberapa pengertian Ketenagakerjaan, sebagai 
berikut : 
1. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesainya 
masa hubungan kerja. 

2. Tenaga kerja adalah objek, yaitu setiap orang yang mampu 
melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, untuk 
kebutuhan sendiri dan orang lain.  

3. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja untuk orang 
lain dengan menerima upah berupa uang atau imbalan dalam bentuk 
lain. 

4. Pemberi kerja adalah orang perseorangan atau badan hukum yang 
memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan 
dalam bentuk lain.82 

5. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan, 
termasuk didalamnya bekerja pada sektor formal, misalnya 
wiraswasta/pedagang yang bekerja untuk dirinya sendiri maupun 
orang lain. Sedangkan Pekerja adalah mengarah pada bekerja untuk 
orang lain yang mendapatkan upah atau imbalan lain. Kemudian 
Pekerja Kontrak adalah pekerja yang beklerja berdasarkan perjanjian 
kerja waktu tertentu (PKWT), yaitu perjanjian kerja antara 
pengusaha dan pekerja untuk mengadakan hubungan kerja dalam 
waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.83 

Pasal 1 ayat (5) Undangt-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan, yang dimaksud Pengusaha adalah sebagai berikut : 

1. Orang perseorangang, persekutuan, atau badan hukum yang 
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. 

2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 
secara berdiri sendiri menjalani perusahaan bukan miliknya. 

3. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 
berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana 

                                                           
82 Whimbo Pitoyo, Panduan Praktis Hukum Ketenanagakerjaan, Visi media, Jakarta, 

2010.hlm.3 
83 Much Nurachmad, Tanya Jawab Seputar Hak-Hak Tenaga Kerja Kontrak. 
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82 Whimbo Pitoyo, Panduan Praktis Hukum Ketenanagakerjaan, Visi media, Jakarta, 

2010.hlm.3 
83 Much Nurachmad, Tanya Jawab Seputar Hak-Hak Tenaga Kerja Kontrak. 

dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan diluar 
wilayah Indonesia.84 

 
Menurut Whimbo Pitoyo pengertian dari pengusaha adalah : 
1. Orang perseorangan, persekutuan, badan hukum yang menjalankan 

suatu perusahaan milik sendiri. 
2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara 

berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya sendiri 
atau, orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang 
berada diwilayah Indonesia, yang mewakili perusahaan asing yang 
beroprasi di Indonesia.85 

3. Menurut Abdul Kadir Muhamad, pengusaha adalah orang yang 
menjalankan perusahaan atau menyuruh menjalankan perusahaan. 
Menjalankan perusahaan artinya mengelola sendiri perusahaanya, 
baik dengan sendiri maupun dengan bantuan pekerja. 

 
2. Perlindungan Hukum 

Undang-Undang yang secara tegas memberikan batasan terhadap 
istilah buruh adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 Tentang 
Kecelakaan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 Tentang 
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Pasal 6 ayat (1) Undantg-Undang 
Nomor 33 Tahun 1947 menegaskan bahwa buruh adalah “ setiap orang 
yang bekerja pada majikan di perusahaan yang diwajibkan memberikan 
tunjangan dengan mendapat upah”. Sedangkan Pasal 1 ayat (1) huruf (a) 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 menegaskan bahwa “buruh ialah 
barang siapa yang bekerja pada majikan dengan menerima upah”. Kedua 
pasal tersebut menunujukan pengertian tentang buruh yang sama, yaitu 
meliputi dua unsur : 
1. Orang yang bekerja pada orang lain, dan 
2. Adanya upah sebagai imbalan pekerjaan yang telah dilakukan. 

Sedangkan istilah pekerja berarti setiap orang yang melakukan 
pekerjaan. Cakupan makna yang hendak dituju dari istilah pekerja 
sangat luas, seorang dokter yang mengobati pasienya atau seorang 
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pengacara yang membela klienya, dan seorang pegawai negeri sipil 
termasuk pekerja.86 

Karyawan adalah orang yang berkarya atau bekerja, makna yang 
hendak dicakup oleh istilah ini sepadan dengan istilah pekerja.  Dengan 
demikian, istilah pekerja, karyawan, dan pegawai tidak boleh diberi 
makna sama dengan makna istilah buruh. Namun dalam buku tentang 
sejarah Perkembangan serikat Pekerja disebutkan bahwa antara pekerja 
dan buruh adalah sama, diuraikan dengan kalimatPosisi Pekerja yang 
lemah dapat diantisipasi dengan dibentuknya serikat pekerja/serikat 
buruh.87 

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 UUD 1945, setiap warga negara 
bersamaan kedudukanya dalam hukum dan pemerintahan.Ketentuan ini 
dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 5 dan pasal 6 UUNomor 13 Tahun 
2003. Pasal 5, yaitu setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama 
tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 6, yaitu setiap 
pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa 
diskriminasi dari pengusaha.Kedudukan antara pengusaha dengan 
pekerja adalah tidak sama. Secara Yuridis kedudukan buruh adalah 
bebas, tetapi secara sosial ekonomis kedudukan buruh adalah tidak 
bebas. Pada hakekatnya kedudukan buruh secara yuridis berdasarkan 
ketentuan Pasal 27 UUD 1945 adalah sama dengan majikan. 
Kenyataanya, secara sosial ekonomis kedudukan antara buruh dengan 
majikan adalah tidak sama (terutama yang unskilllabour), majikan lebih 
tinggi dsari padea buruh.88 

Problema angkatan kerja yang tersedia dewasa ini masih 
berpendidikan rendah, mayoritas penduduk yang tegolong bekerja pada 
sektor informal dengan tingkat produktifitas rendah, sedangkan hanya 
sebagian saja yantg bekerja pada sektor formal. Keadaan ini 
menimbulkan adanya kecenderungan majikan untuk berbuat 
sewenang-wenang kepada pekerja/buruhnya. Buruh dipandang sebagai 
objek, buruh dianggap sebagai faktor ekstern yang berkedudukan sama 
dengan pelanggan pemasok atau pelanggan pembeli yang berfungsi 
menunjang kelangsungan perusahaan dan bukan faktor intern sebagai 
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tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 6, yaitu setiap 
pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa 
diskriminasi dari pengusaha.Kedudukan antara pengusaha dengan 
pekerja adalah tidak sama. Secara Yuridis kedudukan buruh adalah 
bebas, tetapi secara sosial ekonomis kedudukan buruh adalah tidak 
bebas. Pada hakekatnya kedudukan buruh secara yuridis berdasarkan 
ketentuan Pasal 27 UUD 1945 adalah sama dengan majikan. 
Kenyataanya, secara sosial ekonomis kedudukan antara buruh dengan 
majikan adalah tidak sama (terutama yang unskilllabour), majikan lebih 
tinggi dsari padea buruh.88 

Problema angkatan kerja yang tersedia dewasa ini masih 
berpendidikan rendah, mayoritas penduduk yang tegolong bekerja pada 
sektor informal dengan tingkat produktifitas rendah, sedangkan hanya 
sebagian saja yantg bekerja pada sektor formal. Keadaan ini 
menimbulkan adanya kecenderungan majikan untuk berbuat 
sewenang-wenang kepada pekerja/buruhnya. Buruh dipandang sebagai 
objek, buruh dianggap sebagai faktor ekstern yang berkedudukan sama 
dengan pelanggan pemasok atau pelanggan pembeli yang berfungsi 
menunjang kelangsungan perusahaan dan bukan faktor intern sebagai 
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bagian yang tidak tewrpisahkan atau sebagai unsur konstitutif yang 
menjadikan perusahaan. Hal inilah yang sering timbul tindakan 
terhadap pelecehan hak-hak hukum sebagai pekerja/buruh yang 
mengabaikan atas kesepakan atau perjanjian kerja. Inilah yang sering 
kita lihat sebagai realita. 

Majikan dapat leluasa untuk menekan pekerja/buruhnya untuk 
bekerja secara maksimal, yang ter4kadang melebihi kemampuan 
kerjanya. Misalnya, majikan dapat menetapkan upah hanya maksimal 
sebanyak upah minimum propinsi atau kota yang ada, tanpa melihat 
masa kerja dari sipekerja/buruh itu. Sering kali pekerja dengan masa 
kerja yang lama upahnya hanya selisih sedikit lebih besar daripada upah 
pekerja/buruh yang masa kerjanya kurang dari satu tahun. Majikan 
enggan untuk meningkatkan atau menaikan upah pekerja meskipun 
terjadi peningkatan hasil produksi dengan dalih bahwa takut diprotes 
oleh perusahaan lain. 

Kedudukan buruh/pekerja yang lemah ini membutuhkan suatu 
wadah untuk melindungi dari tindakan ketidak adilan terhadap 
pelecehan hak-hak hukum pekerja yang sesuai dengan perjanjian yang 
telah disepakati dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang ada. Pekerja/buruh membutuhkan wadah yang 
memperjuangkan hak-hak hukum buruh/pekerja dalam berserikat. 
Tujuanya adalah untuk menyeimbangkan posisi buruh dengan majikan. 
Melalui keterwakuilan buruh didalam serikat pekerja/serikat buruh, 
diharapkan aspirasi buruh dapat sampai kepada majikan. Selain itu, 
melalui wadah Serikat Pekerja/buruh ini diharapkan akan terwujud 
peran serta buruh dalam proses produksi. Hal ini merupakan salah satu 
upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hubungan industrial di 
tingkat perusahaan. 

 
3. Perjanjian Kerja 

Perjanian kerja merupakan dasar dari terbentuknya hubungan 
kerja. Perjanjian kerja adalah sah apabila memenuhi syrat dsahnya 
perjanjian dan asas-asas hukum perserikatan. Syarat-syarat perjanjian 
kerja berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003, perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. 
Pewrjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Syarat-syarat perjanjian kerja pada dasarnya dibedakan menjadi 
dua, yaitu syarat-syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil diatur 
dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang dibuat atas 
dasar : 
a. Kesepakan kedua belah pihak 
b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 
c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; 
d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan keterlibatan 

umum, kesulaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
e. Dan apabila perjanjian kerja yang dibuat itu bertentangan dengan 

ketentuan yang berlaku pada huruf a dan b maka akibat hukumnya 
perjanjian kerja itu dapat dibatalkan. Dan apabila bertentangan 
dengan huruf c dan d maka akibat hukumnya perjanjian kerja itu 
adalah batal demi hukum. 

Apabila kita kaji lebih jauh sebenarnya ketentuan pasal 52 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu mengabdopsi ketentuan 
Pasal 1320 BW. Perjanjian kerja adalah salah satu bentuk perjanjian, 
sehingga harus memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian 
berdasarkan ketentuan Pasal 1320 BW, perjanjian ini dikatakan sah 
apabila memenuhi unsur-unsur : 

1. Adanya sepakat; 
2. Kecakapan berbuat hukum; 
3. Hal tertentu; 
4. Causa yang dibenarkan. 

Adanya sepakat dimaksud adanya kesepakatan antara pihak-
pihak yang melakukan pekerjaan. Adanya kecakapan adalah kecakapan 
bertindak. Adanya hal ter4tentu, maksudnya semua orang bebas 
melakukan hubungan kerja, asalkan objek pekerjaanya jelas ada, yaitu 
melakukan pekerjaan. Adanya causa yang diperbolehkan menunujuk 
paqda objek hubungan kerja boleh melakukan pekerjaan apa saja, 
asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan , 
kesusilaan, dan ketertiban umum. 

Sedangkan syarat formil diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang 
Nonomor 13 Tahun 2003, yaitu : 
(1) Perjanjian kerja yang dibuat secara teretulis sekurang-kurangnya 

memuat : 
a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; 
b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; 
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Syarat-syarat perjanjian kerja pada dasarnya dibedakan menjadi 
dua, yaitu syarat-syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil diatur 
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umum, kesulaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
e. Dan apabila perjanjian kerja yang dibuat itu bertentangan dengan 

ketentuan yang berlaku pada huruf a dan b maka akibat hukumnya 
perjanjian kerja itu dapat dibatalkan. Dan apabila bertentangan 
dengan huruf c dan d maka akibat hukumnya perjanjian kerja itu 
adalah batal demi hukum. 

Apabila kita kaji lebih jauh sebenarnya ketentuan pasal 52 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu mengabdopsi ketentuan 
Pasal 1320 BW. Perjanjian kerja adalah salah satu bentuk perjanjian, 
sehingga harus memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian 
berdasarkan ketentuan Pasal 1320 BW, perjanjian ini dikatakan sah 
apabila memenuhi unsur-unsur : 

1. Adanya sepakat; 
2. Kecakapan berbuat hukum; 
3. Hal tertentu; 
4. Causa yang dibenarkan. 

Adanya sepakat dimaksud adanya kesepakatan antara pihak-
pihak yang melakukan pekerjaan. Adanya kecakapan adalah kecakapan 
bertindak. Adanya hal ter4tentu, maksudnya semua orang bebas 
melakukan hubungan kerja, asalkan objek pekerjaanya jelas ada, yaitu 
melakukan pekerjaan. Adanya causa yang diperbolehkan menunujuk 
paqda objek hubungan kerja boleh melakukan pekerjaan apa saja, 
asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan , 
kesusilaan, dan ketertiban umum. 

Sedangkan syarat formil diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang 
Nonomor 13 Tahun 2003, yaitu : 
(1) Perjanjian kerja yang dibuat secara teretulis sekurang-kurangnya 

memuat : 
a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; 
b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; 

c. Jabatan atau jenis pekerjaan; 
d. Tempat pekerjaan; 
e. Besarnya upah dan cara pembayaranya; 
f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha 

dan pekerja/buruh; 
g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 
h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; 
i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 

(2) Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) huruf e dan f, tidak boleh bertentangan dengan peraturan 
perusahaan,perjanjian kerja bersama,dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

(3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksuddalam ayat(1)dibuat 
sekurang-kurang nya rangkap2(dua),yang mempunyai kekuatan 
hukum yang sama,serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-
masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja. 

Selain itu,masih terdapat beberapa ketentuan mengenai 
perjanjian kerja yang diatur dalam pasal 55 No.13 Tahun 2013,yaitu 
perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan /atau diubah,kecuali 
atas persetujuan para pihak.89 

Jenis perjanjian kerja merupakan tuntutan kerja dengan sistem 
kontrak kerja merupakan salah satu tuntutan investor asing yang akan 
menanamkan saham nya di Indonesia.Era globalisasi menuntut perkerja 
untuk saling berlomba mempersiapkan dirinya supaya mendapat 
pekerjaan yang terbaik bagi dirinya. Hubungan kerja yang didasarkan 
pada kontrak kerja lebih efisien,karena majikan dapat dengan 
sekehendak hati membuat atau menetapkan syarat-syarat kerja yang 
disepakati juga oleh pekerja,misal nya disepakati hubungan kerja akan 
berlangsung selama dua tahun dengan upah tertentu untuk jenis 
pekerjaan yang diberikan oleh majikan.Didalam kontrak kerja itu dapat 
juga ditetapkan hal-hal yang berkaitan dengan tunjangan kesejahteraan 
dari hari istirahat. 

Adanya sistem kontrak kerja ini juga lebih mendorong pekerja 
untuk bekerja lebih giat.Dapat diterapkan atau disepakati ada nya 
insentif atau bonus yang dikaitkan dengan kinerja pekerja.Apabila 
pekerja dinilai berprestasi,akan mendapatkan bonus atau insentif yang 
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lebih besar. Pemberian insentif atau bonus bervariasi tergantung dari 
pengusaha atau majiknnya.Dapat diterapkan tiapbulan,tiga bulan,atau 
tiap satu tahun. 

 
C. Penutup 

1. Kesimpulan  
Kedudukan buruh/pekerja yang lemah ini membutuhkan suatu 

wadah untuk melindungi dari tindakan ketidak adilan terhadap 
pelecehan hak-hak hukum pekerja yang sesuai dengan perjanjian yang 
telah disepakati dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang ada. Hubungan kerja yang didasarkan pada kontrak 
kerja lebih efisien,karena majikan dapat dengan sekehendak hati 
membuat atau menetapkan syarat-syarat kerja yang disepakati juga 
oleh pekerja,misal nya disepakati hubungan kerja akan berlangsung 
selama dua tahun dengan upah tertentu untuk jenis pekerjaan yang 
diberikan oleh majikan.Didalam kontrak kerja itu dapat juga ditetapkan 
hal-hal yang berkaitan dengan tunjangan kesejahteraan dari hari 
istirahat. 

Realita terhadap Sistem kontrak tersebut membawa dampak yang 
kurantg baik didalam penerapan sistem kontrak kerja karena lamanya 
kontrak kerja relatif dapat dilakukan dalam jangka pendek. Bahkan 
ironisnya karena alasan adanya tunt8utan era globalisasi, ada 
perusahaan yang mengubah sistem kerjanya dari status pekerja tetap 
menjadfi sistem kontrak kerja. Hal ini tentunya mengakibatkan gejolak, 
yaitu adanya pemogokan dan keresahan atau ketidak tenagan dalam 
bekerja.Akibatnya, dapat muncul perselisihan perburuhan. 

 
2. Saran. 

Setelah melakukan kajian ini dan menganalisis data-data yang 
diperoleh, beberapa hal dapat disarankan sebagai berikut :  
1. Seiring dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang semakin 

tidak terkendali dengan tidak dibarengi dengan keahlian yang 
dimilikinya, maka dalam hal ini Pemerintah perlu terus 
memfasilitasi masyarakat untuk menimba ilmu  keberbagai jenjang 
pendidkan baik formal maupun formal sebagai bekal nantinya 
dalam memsuki dunia kerja. 

2. Kepada pihak-pihak yang terkait khususnya Kementrian Tanaga 
Kerja Republik Indonesia baik pusat maupun yang ada diderah 
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lebih besar. Pemberian insentif atau bonus bervariasi tergantung dari 
pengusaha atau majiknnya.Dapat diterapkan tiapbulan,tiga bulan,atau 
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telah disepakati dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang ada. Hubungan kerja yang didasarkan pada kontrak 
kerja lebih efisien,karena majikan dapat dengan sekehendak hati 
membuat atau menetapkan syarat-syarat kerja yang disepakati juga 
oleh pekerja,misal nya disepakati hubungan kerja akan berlangsung 
selama dua tahun dengan upah tertentu untuk jenis pekerjaan yang 
diberikan oleh majikan.Didalam kontrak kerja itu dapat juga ditetapkan 
hal-hal yang berkaitan dengan tunjangan kesejahteraan dari hari 
istirahat. 

Realita terhadap Sistem kontrak tersebut membawa dampak yang 
kurantg baik didalam penerapan sistem kontrak kerja karena lamanya 
kontrak kerja relatif dapat dilakukan dalam jangka pendek. Bahkan 
ironisnya karena alasan adanya tunt8utan era globalisasi, ada 
perusahaan yang mengubah sistem kerjanya dari status pekerja tetap 
menjadfi sistem kontrak kerja. Hal ini tentunya mengakibatkan gejolak, 
yaitu adanya pemogokan dan keresahan atau ketidak tenagan dalam 
bekerja.Akibatnya, dapat muncul perselisihan perburuhan. 

 
2. Saran. 

Setelah melakukan kajian ini dan menganalisis data-data yang 
diperoleh, beberapa hal dapat disarankan sebagai berikut :  
1. Seiring dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang semakin 

tidak terkendali dengan tidak dibarengi dengan keahlian yang 
dimilikinya, maka dalam hal ini Pemerintah perlu terus 
memfasilitasi masyarakat untuk menimba ilmu  keberbagai jenjang 
pendidkan baik formal maupun formal sebagai bekal nantinya 
dalam memsuki dunia kerja. 

2. Kepada pihak-pihak yang terkait khususnya Kementrian Tanaga 
Kerja Republik Indonesia baik pusat maupun yang ada diderah 

selalu mengadakan pengawasan yang ketat terhadap aturan hukum 
yang telah disepakati baik oleh pekerja/buruh maupun 
pengusaha/ majikan agar deapat dilaksanakan sesuai kesepakatan 
bersama tewrsebut agar terciptanya rasa keadilan antara kedua 
belah pihak. 

3. kebijakan dibidang ketenagakerjaan dalam program pembangunan 
Nasional selalu diusahakan pada terciptanya kesempatan kerja 
sebanyak mungkin dibebagai bidang usaha yang diimbangi dengan 
peningkatan mutu dan peningkatan perlindungan terhadap tenaga 
kerja termasuk perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja termasuk 
tenaga kerja/buruh Kontrak. 
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